
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kebijakan Alokasi Anggaran

PHLN Kemristekdikti

16 Maret 2017

1

Bahan Tim Biro Perencanaan pada Acara Sosialisasi PHLN



>> Agenda

PendahuluanI

Rencana Kerja dan Anggaran TA 2017III

Kebijakan Penganggaran Tahun 2017II

2



1
Pendahuluan

3



DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah No. 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

2. Peraturan Menteri PPN No. 4/2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan
Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari
Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG:
Á Dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi,

dilakukan upaya percepatan pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi
negeri (PTN) yang didanai dari pinjaman luar negeri.

Á Berpedoman pada PP 10/2011 dan Permen PPN/Kepala Bappenas 4/2011,
Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan bersama Kemristekdikti
telah menyiapkan indikasi kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman
luar negeri.
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RPJMN 2015-2019 : Bidang Pendidikan Tinggi

Di dalamRPJMN2015τ2019BidangPendidikanditegaskan
bahwa pembangunanpendidikan tinggi berorientasi pada
upayapeningkatanempathalesensial, yaitu:

ÁAksesĄ perluasandanpemerataanlayananpendidikan
ÁKualitas Ą pencapaian akademik menurut bidang

keilmuanyangdikembangkan
ÁRelevansi Ą kesesuaian dengan kebutuhan

pembangunan: industri& pasarkerja
ÁDaya Saing Ą kapasitas untuk berkompetisi yang

tercermin pada kinerja kelembagaandan perseorangan
(dosen, peneliti, lulusan)



Tujuan dan Sasaran Strategis

Kemenristekdikti 2015-2019

Meningkatnya 
Kualitas

Meningkatnya

Meningkatnya relevansi, 
kualitas, dan kuantitas 

sumber daya Iptek dan Dikti

Meningkatnya 
relevansi 

dan 

Menguatnya 
kapasitas inovasi

Pembelajaran 
dan

Kemahasiswaan 
Pendidikan

Tinggi

kualitas
kelembagaan

produktivitas 
Risetdan
pengembangan

Iptek dan 
Dikti

1

2

3

5

4 Meningkatnya relevansi, 
kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia 

berpendidikan
tinggi, serta kemampuan 
Iptek dan inovasi untuk 
keunggulan daya saing 

bangsa
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STRUKTUR ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI DAN PRIORITASNYA 

Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi

Inspektorat Jenderal
Sekretariat

Jenderal

Å Rutin (001-002)
Å TunjanganProfesidan

KehormatanGB
Å Tukin
Å BOPTN
Å BPPTN-BH
Å PNBP/BLU
Å Tusi Lainnya

Ditjen

Kelembagaan IPTEK 

dan DIKTI

Ditjen Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

Ditjen Sumber

Daya IPTEK dan

DIKTI

Ditjen Penguatan

Riset dan

Pengembangan

Ditjen Penguatan

Inovasi

Å BidikMisi
Å BeasiswaADik
Å BeasiswaPrestasi
Å Beasiswa SM3T-PPGT
Å Revitalisasi LPTK
Å BeasiswaPPA
Å Kemahasiswaan
Å SNMPTN - SBMNPTN
Å PHLN-RMP
Å Tusi Lainnya

Å BeasiswaKNB
Å PendirianPT Baru

danAK
Å HibahPHP-PTS
Å BAN-PT/LAM 

PTKes
Å Percepatan 

Insinyur
Å Pemberdayaan 

Kelembagaan
Å Keg Kopertis
Å TST
Å PUI
Å ATP
Å Tusi Lainnya

Å Beasiswa
S2/S3 DN-LN

Å SarprasPTN
Å Sertifikasi

Dosen
Å PHLN-RMP
Å Tusi Lainnya

Å BOPTN Penelitian
Å Pengembangan 

Riset dan Iptek
Å Eijkmen
Å Tusi Lainnya

Å BOPTN 
Penelitian
Inovasi

Å Pengembanga
n Inovasi

Å PP-Iptek
Å Tusi Lainnya

042-01
042-02

042

042-03042-04 042-05 042-06 042-07

Å Tusi Lainnya
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Proyek 
Baru

PHLN 2017 dstOn Going
Proyek PHLN
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Kebijakan Penganggaran Kemenristekdikti

Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan

Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi

Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan 

pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)

Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan 

Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti

Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi

Mengembangkan teknologi untuk pembangunan

Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM 

professional Ristekdikti meningkat

01

02

03

04

05

06

07

08
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Permasalahan Akses: Partisipasi Pendidikan
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Sumber: Susenas berbagai tahun

Akses Pendidikan Tinggi sebagian besar dinikmati
oleh kelompok kaya

üAkses ke layanan pendidikan tinggi 
antarkelompok pendapatan dan jenis kelamin 
belum merata.
üTingkat partisipasi kelompok masyarakat kaya 

sebesar 49,7% dibandingkan dengan kelompok 
masyarakat miskin sebesar 11,9%.
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Á Angka partisipasi pendidikan tinggi paling baik di 

negara ASEAN adalah Thailand yaitu sebesar 

47,7% tahun 2008 dan 51,23% tahun 2013.

Á Padatahun 2013, partisipasi pendidikan tinggi 

Indonesia masih di bawah Malaysia dan 

Filipina , masing-masing sebesar29,15%, 38,7%, 

dan 33,84%. Namun, lebih baik dibanding dengan 

Vietnam, Brunei, dan Laos, masing-masingsebesar

24,6%, 25,36%, dan 17,7%.
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Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Sumber : Berdasarkan data BAN-PT, 12 Januari 2015.

Status Akreditasi Institusi PT

Status Akreditasi Prodi PT

Baru sebanyak 895 dari 4.384 PT di 
Indonesia yang memiliki akreditasi 

institusi A/B/C

Dari 18.717 program studi yang 
terdaftar, hampir setengahnya hanya 

memiliki status akreditasi C Hanya 3 PT 
Indonesia yang 
masuk dalam 

ranking 500 
dunia dan 

ranking Asia

Institusi
QS 2012 QS2015

Dunia Asia Dunia Asia

UI 273 59 310 71

UGM 438 118 551 145

ITB 555 113 461 125

UNAIR - - - 127

PT Indonesia yang masuk dalam ranking Internasional

Sumber: QS (2012), QS (2015)

A 3%
26 PT B 28%

248 PT C 69%
621 PT

A 11%
1.996 B 43%

8.097 C 46%
8.624

KualifikasiPendidikanDosenPTN/PTS/PTA



Global Competitiveness Index(GCI) Tahun 2015: Indonesia M asih Tertinggal 

dibandingkan dengan Sejumlah Negara di Asia



PenganggaranTerpadu (unified budgeting) adalah penyusunanrencana
keuangantahunanyangdilakukansecaraterintegrasi untuk seluruh jenis
belanja gunamelaksanakankegiatanpemerintahanyangdidasarkanpada
prinsippencapaianefisiensialokasidana.
(Pasal 1 ayat (7) PPNomor 21 Tahun 2004 )

1. AnggaranPendapatandan BelanjaNegara,yang selanjutnyadisingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujuiolehDewanPerwakilanRakyat.

2. PendapatanNegaraadalahhak PemerintahPusatyang diakui sebagai
penambah kekayaan bersih yang terdiri atas PenerimaanPerpajakan,
PenerimaanNegaraBukanPajak,danPenerimaanHibah.
(Pasal 1 ayat (1-2) UU Nomor 14 Tahun 2015)

PENGANGGARAN TERPADU



PENGANGGARAN TERPADU (2)

20% APBN TA 2018

= 8-9%x (Ang Pendidikan)

Anggaran Pendidikan (UU No 41 2008)

Anggaran Fungsi Pendidikan Kemenristekdikti

Anggaran Fungsi Pendidikan Kemenristekdikti

PNBP + 
BLU

PHLN + 
RMP

R M

unified budgeting

* Kisaran Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2017

SBSN



PENGANGGARAN TERPADU (3)

PNBP 
BLU

PHLN 
RMP

SBSN

RM APBN

Justifikasi Penganggaran:
ü Penghitungan PNBP/BLU dan PHLN/RMP secara cermat, sesuai kebutuhan dan realisasi TA-1 

dan pemanfaatan sisa dana.
ü Penghitungan Proposal PHLN dan RMP serta SBSN secara cermat, sesuai disbursment yang 

dibutuhkan dan pemanfaatkan luncuran.
ü Pembengkakan Nilai PNBP,PHLN dan SBSN yang signifikan akan mengakibatkan alokasi 

anggaran Prioritas (Beasiswa, BOPTN, dll) semakin kecil secara nasional. 

unified budgeting(Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 21 Tahun 2004 )



Tren Anggaran Pendidikan Tahun 2009-2017  
(dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Belanja Pemerintah Pusat 90,6 96,5 105,4 117,2 126,2 128,3 154,4 148,8 145,40

2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa 117,7 127,7 159,0 186,6 214,1 238,8 254,2 267,9 568,20

3 Pengeluaran Pembiayaan - 1,0 2,6 7,0 5,0 8,4 - 5,0 2,5

4 Anggaran Pendidikan (1+2+3) 208,3 225,2 267,0 310,8 345,3 375,5 408,6 421,7 416,10

5 Total Belanja Negara 1.008,8 1.126,1 1.320,8 1.548,3 1.726,2 1.876,9 1.984,1 2.095,7 2080,50

Rasio Anggaran Pendidikan (4:5)x100% 20,6% 20,0% 20,2% 20,1% 20,0% 20,0% 20,6% 20,1% 20,00%

 -
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 Belanja Pemerintah Pusat  Transfer ke Daerah dan Dana Desa  Pengeluaran Pembiayaan



Tren Anggaran Pendidikan Tinggi Tahun 2009-2017  (dalam Triliun Rupiah)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1  Belanja Pemerintah Pusat        90,60        96,50      105,40      117,20      126,20      128,30      154,40      148,80 145,40       

2  Transfer ke Daerah dan Dana Desa      117,70      127,70      159,00      186,60      214,10      238,80      254,20      267,90 268,20       

3  Pengeluaran Pembiayaan                  -           1,00          2,60          7,00          5,00          8,40                  -           5,00 2,50            

4  Anggaran Pendidikan (1+2+3)      208,30      225,20      267,00      310,80      345,30      375,50      408,60      421,70 416,10       

5  Total Belanja Negara   1.008,80   1.126,10   1.320,80   1.548,30   1.726,20   1.876,90   1.984,10   2.095,70 2.080,50    

6
Anggaran Fungsi Pendidikan 

Kemristekdikti
19,01          23,24          32,42          39,08          41,30          41,17          41,50          39,58          38,73          

7

Persentase Rasio Anggaran Pendidikan 

Kemristekdikti dengan Anggaran 

Pendidikan

9,13% 10,32% 12,14% 12,57% 11,96% 10,96% 10,16% 9,39% 9,31%
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Persentase Rasio Anggaran Pendidikan 

Kemristekdikti dengan Total Belanja 

Negara

1,88% 2,06% 2,45% 2,52% 2,39% 2,19% 2,09% 1,89% 1,86%

 Komponen Anggaran Pendidikan 

 -

 100,00

 200,00

 300,00

 400,00

 500,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tren Anggaran Pendidikan dan Pendidikan Tinggi

 Anggaran Pendidikan (1+2+3) Anggaran Fungsi Pendidikan Kemristekdikti



Tren Anggaran PHLN 2011-2017
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TAHUN TOTAL ANGGARAN JUMLAH PHLN-RMP %-PERSEN

2011 28.918.942.025.000      2.002.044.870.000           6,92%

2012 32.640.979.383.000      1.956.062.170.000           5,99%

2013 30.970.096.078.000      1.867.559.900.000           6,03%

2014 39.896.628.161.000      2.281.501.224.000           5,72%

2015 41.507.764.607.000      2.749.273.961.000           6,62%

2016 40.627.378.612.000      2.489.163.657.000           6,13%

2017 39.732.339.575.000      1.845.926.508.000           4,65%
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2,1 T
maksimal
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Rp38,73Triliun

Rp39,73
Triliun

PAGU ANGGARAN

PENDIDIKAN (Dikti)

LAYANAN UMUM (Ristek)

Å10Taman Sains(Rp. 115 M)

Å7Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi

(Rp. 35 M)

Å651Karyasiswa S2/S3 DN dan LN

(Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M 
(PHLN)

Å235 Paket Insinas(Rp. 92 M)

Å15Paket Litbang Iptek Bidang 

Kesehatan dan Obat(Rp. 17 M)

Å105 Tenant Pengembangan PPBT

(Rp. 110 M)

Å1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik 

(Rp. 50 M)

Å1Kawasan NSTPPengembangan dan 

Pengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)

Å45Produk Inovasi(Rp. 75 M)

Rp1,00Triliun

Postur Anggaran Prioritas Kemenristekdikti Tahun 2017

ÅBeasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180
mhs(Rp. 4,24 T )
ÅBeasiswa SM3T dan PPGT 7.000mhs

(Rp. 293,57 M)
ÅBOPTN 107PTN dan BPPTN-BH untuk 

11PTN-BH(Rp. 4,65T )
ÅBeasiswa 10.843 S2/S3 (Rp. 836,57M)
ÅBeasiswa KNB 560Mhs (Rp. 28 M )
ÅAkademi Komunitas dan 

Pengembangan PT, 125 PT(Rp. 236 M )
ÅRevitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12

Politeknik (Rp. 200M)
ÅPHP PTS 100 PTS(Rp. 59 M)
ÅPNBP/BLU 107 PTN(Rp. 9,01 T )
ÅGajidanTunjangan Dosen/Guru 

Besar/Pegawai, untuk 139Satker(Rp. 
13,90 T)
ÅOperasional Pemeliharaan 139Satker

(Rp. 1,67 T)
ÅPHLN/RMP 9 Project(Rp. 1,76 T)
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PHLN ON GOING 2018

1. Development 
And Upgrading
of UNY, 
UNESA, 
UNLAM, 
UNSRAT, 
UNTAN, 
USYIAH And 
UNG (7 in 1)

2. The Quality 
Improvement 
of Padjadjaran 
University 
Bandung 
Project

IDB ADB JICA

1. Institute 
Teknologi of 
Bandung 
Development 
Project

2. Hasanuddin 
University 
Development 
Project

3. The 
Development 
of World Class 
University At 
University of 
Indonesia

4. University Of 
GadjahMada
Achieving 
World Class 
University 
With Socio-
entrepreneuria
l Spirit Project

Polytechnichs 
Education 
Development 
Sector Project

World Bank

1. Research and 
Innovation in 
Science and 
Technology

21

KfW

1. Pengembanga
n Rumah 
Sakit 
Pendidikan 
Universitas 
Hasanuddin



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISTEK DAN 
PENDIDIKAN TINGGI
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